
 

BUPATI MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR 13 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala 

Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan 

bersama; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan 

penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 910/206/2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD 
Nomor 170/21/KEP/DPRD/2018 tentang Penyempurnaan Hasil 

Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 

Anggaran 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun Anggaran 2019; 

 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Pasal 18  ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik  

 Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang  Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950     Nomor 

42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5272); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 

Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 

Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 

Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 51); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 36); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Nomor 53); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan 

Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 

Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 34); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 54); 
 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

dan 

BUPATI MAGELANG 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN   DAERAH   TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
                        DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut : 

a. pendapatan                                 Rp.2.609.827.555.270,00 
b. belanja           Rp.2.671.021.115.200,00 

  Surplus/(Defisit)                   (Rp.    61.193.559.930,00) 

 

c. pembiayaan 
1. penerimaan     Rp.   71.397.559.930,00 

2. pengeluaran   Rp.   10.204.000.000,00 

 
  Pembiayaan Netto          Rp.     61.193.559.930,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.                           0,00 
 

Pasal 2 

 
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. pendapatan asli daerah sejumlah   Rp.   427.614.179.270,00 

b. dana perimbangan sejumlah    Rp.1.538.049.441.000,00 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah  Rp.   644.163.935.000,00 
 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 
a. hasil pajak daerah sejumlah     Rp.  139.331.510.000,00 

b. hasil retribusi daerah sejumlah    Rp     33.972.851.270,00 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  
  dipisahkan sejumlah             Rp.    25.560.305.000,00 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

 sejumlah        Rp.  228.749.513.000,00 
 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 
 sejumlah         Rp.   36.150.173.000,00 

b. dana alokasi umum sejumlah     Rp.1.091.002.259.000,00  

c. dana alokasi khusus      Rp    363.115.482.000,00 
d. dana insentif daerah     Rp.     47.781.527.000,00  
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(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. pendapatan hibah dari pemerintah sejumlah  Rp.  109.619.800.000,00 

b. dana bagi hasil pajak/retribusi dari provinsi  

 sejumlah dan Pemerintah Daerah Lainnya  
 sejumlah        Rp.  151.472.358.000,00 

c. bantuan keuangan dari provinsi atau dari     

 pemerintah daerah lainnya sejumlah   Rp.                         0,00 
d. dana desa         Rp.  383.071.777.000,00 

 

Pasal  3 

 
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. belanja tidak langsung sejumlah   Rp.1.618.193.073.200,00  

b. belanja langsung sejumlah      Rp.1.052.828.042.000,00 
 

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis  belanja : 
a. belanja pegawai sejumlah     Rp.    900.637.044.000,00 

b. belanja hibah sejumlah      Rp.      65.877.835.000,00 

c. belanja bantuan sosial sejumlah    Rp.   25.804.725.000,00 
d. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ 

          kota dan pemerintah desa    Rp.      19.329.767.100,00 

e. belanja bantuan keuangan sejumlah   Rp. 601.543.702.100,00 

f. belanja tidak terduga sejumlah    Rp.     5.000.000.000,00 
 

(3)  Belanja   langsung   sebagaimana  dimaksud pada ayat   (1)  huruf b  terdiri  

dari  jenis belanja : 
a. belanja pegawai sejumlah    Rp.     113.682.955.595,00 

b. belanja barang dan jasa sejumlah    Rp.    541.337.529.859,00 

c. belanja modal sejumlah   Rp.    397.807.556.546,00 
 

Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : 

a. penerimaan sejumlah                                     Rp.      71.397.559.930,00 

b. pengeluaran sejumlah    Rp.      10.204.000.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis   

pembiayaan : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya sejumlah   Rp.      71.397.559.930,00 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis    
pembiayaan : 

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  

 sejumlah       Rp.      10.204.000.000,00 
 

Pasal  5 

 

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. 

b. 
 

Lampiran I 

Lampiran II 
 

Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

Ringkasan  anggaran pendapatan dan belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
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c. 

 
 

d. 

 
e. 

 

 
f. 

g. 

h. 

i. 
 

j. 

 
k. 

 

 
l. 

m. 

 

Lampiran III 

 
 

Lampiran  IV 

 
Lampiran   V 

 

 
Lampiran  VI 

Lampiran  VII 

Lampiran VIII 

Lampiran  IX 
 

Lampiran X 

 
Lampiran XI 

 

 
Lampiran XII 

Lampiran XIII 

 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah; 
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah; 

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini dan; 
Daftar dana Cadangan; dan 

Daftar pinjaman daerah. 

 
Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan 

dalam laporan realisasi anggaran.  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat.  

 

Pasal  7 
 

(1) Dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 
 

Pasal  8 
 

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Magelang. 
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Pasal 9 

 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2019. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. 

 

 
 

Ditetapkan di  Kota Mungkid 

pada tanggal   

 
BUPATI  MAGELANG, 

 

ttd 

 
ZAENAL ARIFIN 

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal  

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 
ttd 

 

ADI WARYANTO 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 13 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH (13/2018) 
 
 

          
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 

SARIFUDIN, S.H. 

Pembina 

NIP. 196702121993121001 


